PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Tanjung Momong Desa Tarempa Timur Kecamatan Siantan
Pos -el : dpmd@anambaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR : 900.1.3/ 04 /DPMD/SK/01/2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA NOMOR : 900.1.3/ 02 /DPMD/SK/01/2026 TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Menimbang - a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di Lingkungan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kepulauan Anambas yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Kabupaten
Kepulauan Anambas, dipandang perlu untuk menunjuk dan
mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di
lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kepulauan Anambas;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas.

Mengingat : 1. Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400),

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438),
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Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi
Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4879);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang — Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang — Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor
5679),

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4592);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Inonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-667 Tahun
2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Anambas
Provinsi Kepulauan Riau;



Menetapkan
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-668 Tahun
2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Anambas
Provinsi Kepulauan Riau;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9
Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53);

Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 37 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Pemberayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 680);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2021 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 68);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5
Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 109, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor
109);

Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 42
Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 865);

Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 708 Tahun
2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa
Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan, Bendahara
Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa tentang Penunjukan dan Pengangkatan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Di Lingkungan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kepulauan
Anambas Tahun Anggaran 2026;



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Menunjuk dan Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026,
sebagaimana terlampir pada keputusan ini;

bahwa pegawai sebagaimana yang tercantum dalam daftar
lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat
untuk melaksanakan tugas selaku Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;

. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana

dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai wewenang dan
tanggungjawab sebagai berikut :

1. Membantu Pengguna Anggaran untuk melaksanakan
kegiatan yang merupakan sebagian dari kewenangan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan
Anambas;

2. Menyusun dan membuat Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)
dan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk masing-
masing kegiatan;

3. Menyusun Jadwal Pelaksanaan setiap kegiatan serta
menjalankannya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;,

4. Membuat Laporan Bulanan Triwulan dan Tahunan kepada
Pengguna Anggaran;

5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggungjawab
kepada Pengguna Anggara.

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;

Keputusan ini muiai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika
terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarempa
Pada Tanggal : 26 Januari 2026

NIP. 197106022002121007

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;

0B 0 N

Yang bersangkutan;
Pertinggal.
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